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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PROGRAM SMART VILLAGE DALAM 

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MENUJU DESA BERBASIS 

TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA : A SCOPING REVIEW 

 

Oleh 

SABILA ZAKIYAH 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis implementasi dan 

output Smart Village dalam meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis 

teknologi informasi di Indonesia, serta faktor yang menjadi kendala dan solusinya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode scoping review 

dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Hasil dari 27 artikel yang 

dilakukan review menunjukkan secara keseluruhan program Smart Village 

menunjukkan hasil yang beragam mulai dari model, aktor pelaksana dan 

kolaborasi, komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, transformasi 

digital, sampai kesiapan desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di 

desa. Keberhasilan implementasi program ini masih belum merata di semua 

wilayah. Adapun output yang dihasilkan yaitu, digitalisasi layanan publik dan 

pengembangan website desa, pemberdayaan UMKM dan digital marketing, 

pelatihan literasi digital, content creation, dan pengembangan kapasitas 

masyarakat, promosi pariwisata desa di media sosial dan platform digital, serta 

pendekatan ramah lingkungan dan pengelolaan wisata yang berbasis alam. 

Kemudian, faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program smart 

village di antaranya masih terdapat desa yang belum memiliki SOP dalam 

pelaksanaan smart village, akses internet yang belum memadai, pemahaman baik 

masyarakat maupun aparatur desa yang masih kurang, ketersediaan sarana dan 

prasarana, dan pemanfaatan teknologi yang masih belum optimal. Sementara 

solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu komunikasi 

yang efektif dalam penerapan kebijakan, memperkuat kapasitas SDM, 

pengembangan infrastruktur teknologi, penerapan sistem informasi yang 

terintegrasi, serta pembuatan SOP Pelayanan. 

Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Smart Village



 

ABSTRACT 

IMPLEMENTATION  OF SMART VILLAGE PROGRAM  IN IMPROVING 

PUBLIC SERVICES TOWARDS INFORMATION TECHNOLOGY-BASED 

VILLAGES IN INDONESIA : A SCOPING REVIEW 

 

By 

SABILA ZAKIYAH 

This research aims to map and analyze the implementation and output of Smart 

Villages in improving public services towards information technology-based 

villages in Indonesia, as well as the factors that are obstacles and solutions. This 

study uses a qualitative approach with  a scoping review method  and data 

collection techniques in the form of literature studies. The results of the 27 articles 

reviewed show  that the overall Smart Village  program shows diverse results 

ranging from models, implementing actors and collaboration, communication, 

resources, disposition, bureaucratic structure, digital transformation, to village 

readiness to improve the quality of public services in the village. The success of 

the implementation of this program is still uneven in all regions. The outputs 

produced are, digitization of public services and  village website development  , 

empowerment of MSMEs and digital marketing, digital literacy training, content 

creation, and community capacity building, promotion of village tourism on social 

media and digital platforms, as well as environmentally friendly approaches and 

nature-based tourism management. Then, factors that are obstacles in the 

implementation of  the smart village  program include there are still villages that 

do not have SOPs in the implementation  of smart villages, inadequate internet 

access, lack of understanding of both the community and village officials, the 

availability of facilities and infrastructure, and the use of technology that is still 

not optimal. Meanwhile, solutions that can be done to overcome these obstacles 

are effective communication in the implementation of policies, strengthening 

human resource capacity, developing technological infrastructure, implementing 

integrated information systems, and making service SOPs. 

Keywords: Policy, Implementation, Smart Village 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi digital dapat memberikan kontribusi positif dalam 

peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadirnya teknologi dan 

inovasi digital diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, membuat 

layanan publik bagi warga negara menjadi semakin efektif dan baik, yang 

mana hal ini tentunya memberikan arah khususnya bagi desa-desa untuk 

berkembang ke arah yang lebih maju (Bahirah, 2022). 

Desa sebagai bagian dari negara sudah seharusnya mulai menerapkan 

teknologi informasi, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan sampai 

dengan pengelolaan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya bahkan juga 

dalam bidang pembangunan desa (Hikmah et.al., 2021). Pemanfaatan 

teknologi informasi merupakan salah satu indikator dalam percepatan 

pembangunan desa. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi bagi 

masyarakat diharapkan akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, 

terutama peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan di tingkat desa. Dengan penerapan teknologi informasi, 

pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi  administrasi publik, 

transparansi pengelolaan keuangan desa, dan memudahkan akses masyarakat 

terhadap informasi dan layanan yang mereka butuhkan. Salah satu contohnya 

adalah penerapan sistem informasi pengelolaan desa terpadu (SIMDES) yang 

memungkinkan pemantauan dan evaluasi  kinerja pelayanan publik menjadi 

lebih baik (Kusroh, 2022).
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Pemanfaatan teknologi informasi masih belum merata ke seluruh wilayah 

Indonesia terutama pada wilayah pedesaan, masih terdapat ketidaksetaraan 

kemampuan dalam menggunakan teknologi karena kurangnya akses, 

keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya pemahaman teknologi yang 

menjadi kendala utamanya. Kurangnya literasi digital menyebabkan 

terjadinya kesenjangan digital pada masyarakat pedesaan (Sukri dkk, 2022). 

Kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi di desa-desa membuat pelayanan 

publik di desa menjadi kurang efisien. 

Pelayanan publik merupakan elemen fundamental dalam menciptakan 

masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Pemerintah memiliki tanggung 

jawab untuk memastikan pelayanan publik dapat diakses secara merata dan 

berkualitas, termasuk di wilayah pedesaan yang sering kali memiliki 

keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Salah satu alat ukur yang 

digunakan untuk menilai kualitas pembangunan dan pelayanan publik di 

tingkat desa di Indonesia adalah Indeks Desa Membangun (IDM). Bila 

mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM), masih banyak desa yang 

belum masuk ke dalam kategori desa yang maju maupun mandiri. Hal 

tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

 

Gambar 1. Indeks Desa Membangun 

(Sumber: kemendesa.go.id) 
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Berdasarkan gambar 1. dapat dilihat masih terdapat desa yang masuk dalam 

kategori sangat tertinggal dan tertinggal. Sampai tahun 2024 masih 

didominasi oleh desa dalam kategori yang masih berkembang dengan jumlah 

persentase 32.80% atau sebanyak 24.521 desa. Bahkan, masih terdapat 8.05% 

desa dalam kategori tertinggal dan 5.25% desa dalam kategori sangat 

tertinggal. Hal tersebut mencerminkan masih adanya tantangan signifikan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik di desa dalam rangka pembangunan 

desa. Maka, berdasarkan landasan tersebut juga alasan peneliti ingin melihat 

bagaimana implementasi konsep smart village terhadap pelayanan di 

Indonesia. Apakah dengan penerapan konsep tersebut dari aspek pelayanan 

masyarakat dapat berjalan secara efektif dan efesien yang dimulai dari sistem 

pemerintahan terbawah yakni pemerintahan desa. 

Di Indonesia, melalui Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, mendorong perubahan sosial dan politik di wilayah pedesaan. Desa 

diharapkan terlibat aktif dalam pelayanan dasar, pengembangan sumber daya 

manusia, pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa 

harus memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi jika kita 

ingin Indonesia maju di masa depan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah 

membuat suatu konsep smart village atau desa cerdas. Smart village atau desa 

cerdas merupakan pembangunan desa berbasis digital yang sejak 2016 mulai 

diperkenalkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang pada saat itu 

bernama LIPI, yang kemudian dalam implementasinya melibatkan beberapa 

kementerian seperti Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehutanan (Adil 

et.al, 2023). 

Konsep smart village merupakan turunan dari konsep smart city. Konsep 

smart village dipahami sebagai adanya potensi dorongan dari bawah ke atas, 

yaitu masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya. Berikut perbedaan antara 

smart village dengan smart city. 
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Tabel 1. Perbedaan Konsep Smart village dengan Smart city 

Aspek Smart village Smart city 

Pendekatan Bottom-Up Top-Down 

Posisi Pemerintah Fasilitator Regulator 

Posisi Masyarakat Customer End-User 

Proses 

Pengembangan 

Penguatan, kesadaran dan 

partisipasi terhadap elemen 

smart village 

Kolektivitas dan integritas 

elemen dasar 

pengembangan smart city 

Sasaran Masyarakat menengah, 

miskin dan belum 

terberdayakan 

Masyarakat dengan 

mobilitas tinggi 

Keberhasilan Pendekatan sosial-kultural 

menjadi basis utama. 

Adanya identifikasi yang 

valid terhadap berbagai 

nilai, karakter, norma dan 

masalah yang ada di 

masyarakat menjadi dasar 

keberhasilan smart village 

Pendekatan teknologi 

menjadi basis utama di 

mana setiap pihak didorong 

untuk menggunakan 

teknologi informasi sebagai 

dasar keberhasilan smart 

city 

Tujuan Terwujudnya 

pemberdayaan, penguatan 

kelembagaan dan 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan yang 

didasarkan atas 

pemanfaatan teknologi 

informasi 

Terwujudnya teknologi 

informasi yang mampu 

mencitakan pertumbuhan 

ekonomi, kemudahan akses 

informasi dan layanan 

dasar, sehingga 

menciptakan peningkatan 

kualitas hidup atas 

pemanfaatan teknologi 

masyarakat perkotaan 

(Sumber: Herdiana, 2019) 

Pengembangan smart village dalam prosesnya memerlukan analisis tentang 

berbagai nilai, karakter dan norma yang ada di masyarakat yang ditempatkan 

sebagai customer (pengguna) dari teknologi informasi. Masyarakat diberikan 

prioritas mengenai potensi dan karakter mana yang ingin dikembangkan 

melalui dukungan teknologi informasi, sehingga tercipta pemanfaatan 

teknologi yang tepat guna didasarkan kepada kebutuhan dan karakter 

masyarakat dalam kerangka smart village. Adanya identifikasi secara 

mendalam terhadap berbagai nilai, karakter dan norma yang ada, maka akan 

menentukan ukuran dari teknologi informasi yang akan dipergunakan dan 

pada akhirnya akan terjalin kesesuaian antara nilai, karakter, norma dan 

teknologi informasi dalam pengembangan smart village (Herdiana, 2019). 
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Secara umum desa dapat dikatakan sebagai desa cerdas apabila secara 

inovatif menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas hidup 

pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Herdiana, 2019).  Konsep smart 

village sering diterangkan secara berbeda-beda, banyak desa yang 

menempatkan desanya sebagai desa cerdas tanpa ukuran elemen dan guide 

teory smart village yang sama. Pada praktiknya juga harus didukung dengan 

ukuran elemen smart village memadai. Hal tersebut juga didukung minimnya 

kajian yang mengangkat bagaimana konseptual pengembangan smart village 

secara mendasar (Herdiana, 2019). 

 

Gambar 2. Pemetaan Smart village (Overlay Visualization VOSViewer) 

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024) 

 

Peneliti melakukan pemetaan dari himpunan literatur melalui pencarian 

perangkat lunak Publish or perish (PoP) guna melihat fakta literatur 

berdasarkan jaring-jaring konsep smart village dengan kata kunci pencarian 

litelatur meliputi “Implementasi AND Smart village AND Smart government 

AND Smart Environment AND Smart community AND Layanan Publik AND 

Digital” berdasarkan kutipan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil 

pemetaan jaringan berdasarkan kata kunci terkait pembahasan smart village, 
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dapat dilihat dari kata kunci smart village telah dilakukan dari tahun 2021 

yang juga terhubung dengan kata kunci smart government, smart environment 

dan smart community sebagai 3 (tiga) elemen pelaksanaan dari smart village 

dan menandakan penelitian terkait program smart village dengan elemen 

pelaksananya telah banyak dibahas. 

Gambar 3. Pemetaan Smart village (Network Visualization VOSViewer) 

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024) 

 

Hal ini juga ditandai dengan keterhubungan kata kunci smart village dengan 

3 (tiga) elemen pelaksananya yang berada dalam satu jaringan berwarna biru 

dan ditemukan juga keterikatan jaringan dengan kata kunci lainnya seperti 

implementation, pelayanan publik, teknologi, digital, dan lainnya. Pemetaan 

jaring-jaring dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kekuatan 

antar kata kunci literatur penelitian yang akan dilakukan review sehingga 

dapat menjadi landasan bagi peneliti dalam meneliti terkait implementasi 

program smart village di Indonesia (Yoraeni, 2022). 

Berdasarkan pemetaan di atas, telah dilakukan penelitian-penelitian dengan 

fokus smart village dengan berbagai metode yang bertujuan untuk 

mengungkapkan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Penelitian yang membahas mengenai smart village di Indonesia telah 
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berlangsung selama lebih dari satu dekade, dengan peningkatan signifikan 

dalam publikasi yang dimulai sejak tahun 2017. Penelitian awal mengenai 

smart village difokuskan kepada arsitektur ramah lingkungan dan desain 

bangunan berkelanjutan, tetapi penelitian-penelitian berikutnya menekankan 

pada penerapan TIK atau teknologi (Agustiono, 2022). Pengembangan desa 

cerdas di Indonesia mencakup beberapa area utama yaitu tata kelola desa, 

ekonomi desa, lingkungan desa, sumber daya energi, sumber daya manusia, 

TIK, pertanian, serta pariwisata (Muhtar et.al, 2023). 

Beberapa tinjauan literatur sistematis telah dilakukan untuk menganalisis 

penelitian yang ada tentang smart village di Indonesia. Melalui tinjauan 

tersebut telah teridentifikasi tema-tema utama seperti pengembangan aplikasi, 

manajemen TI/IS, dan implikasi strategi bagi masyarakat (Hadian & Susanto, 

2022). Studi-studi tersebut secara kolektif memberikan pemahaman 

komprehensif tentang konsep smart village di Indonesia, serta menyoroti 

kemajuan dan tantangan dalam implementasinya. 

Namun, masih diperlukan metode penelitian yang dapat menyimpulkan solusi 

dari permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Salah satunya 

adalah metode Scoping review. Scoping review merupakan metode yang 

digunakan untuk mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh 

yang diperoleh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian 

serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini, 

peneliti akan memfokuskan penelitian dengan memetakan dan menganalisis 

baik secara teoritis maupun pengimplementasian program smart village di 

Indonesia agar dapat menjadi adopsi kebijakan smart village bagi desa-desa 

di Indonesia melalui scoping review. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang ada 

sebagai berikut: 

1. Apakah implementasi dari program smart village dapat meningkatkan 

pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia 

melalui scoping review? 

2. Apa saja output program smart village dalam meningkatkan pelayanan 

publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui 

scoping review? 

3. Apa saja faktor kendala serta solusi dalam meningkatkan keberhasilan 

implementasi program smart village dalam meningkatkan pelayanan 

publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui 

scoping review? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Memetakan dan menganalisis bahan kajian yang sudah tersedia terkait 

implementasi dari program smart village dalam meningkatkan pelayanan 

publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui 

scoping review. 

2. Memetakan dan menganalisis bahan kajian yang sudah tersedia terkait 

apa saja output program smart village dalam meningkatkan pelayanan 

publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui 

scoping review. 

3. Memetakan dan menganalisis bahan kajian yang sudah tersedia terkait 

apa saja faktor kendala serta solusi dalam meningkatkan keberhasilan 

implementasi program smart village dalam meningkatkan pelayanan 

publik menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia melalui 

scoping review. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian bermanfaat secara teoritis dalam merealisasikan ilmu dan teori 

yang di dapat selama perkuliahan dan bagi pembaca sebagai referensi dalam 

memberikan gambaran umum terkait implementasi program smart village 

dalam meningkatkan pelayanan publik menuju desa berbasis teknologi 

informasi di Indonesia melalui scoping review.  



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik 

2.1.1.Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dapat dipahami sebagai aturan atau peraturan. 

Menurut Anderson kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang 

memiliki tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau 

kelompok sebagai solusi dari suatu permasalahan. Ketika suatu isu yang 

menyangkut kepentingan umum atau publik, maka dibutuhkan suatu 

penyelesaian masalah dengan cara memformulasikan suatu kebijakan 

yang kemudian disusun dan disepakati oleh pemerintah sebagai 

pembuat kebijakan menjadi sebuah kebijakan publik (Muadi, 2016). 

Administrasi negara sangat berkaitan dengan kebijakan publik ini, 

pemerintah sebagai aktor kebijakan yang mengatur berbagai aktivitas 

yang berkaitan dengan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat melalui penerapan berbagai kebijakan publik (Sore, 2017). 

Menurut Dye kebijakan publik dianggap tidak hanya sebagai tindakan 

yang dilakukan pemerintah saja tetapi juga tindakan yang tidak 

dilakukan pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan 

sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan 

tindakan pemerintah. Begitu juga apabila pemerintah memilih untuk 

tidak melakukan tindakan, hal tersebut juga merupakan kebijakan 

publik karena ada tujuannya (Handoyo, 2012). Tindakan pemerintah 

tersebut merupakan suatu tujuan kebijakan publik yang legal dan sah 

karena memiliki legitimasi yang dibuat oleh lembaga pemerintah 

(Anggara, 2014). Kebijakan publik dapat dimaknai sebagai proses
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interaksi negara dengan rakyat. Suatu kebijakan mencakup keputusan-

keputusan beserta dengan pelaksanaannya dan bagaimana pemerintah 

dapat menyelenggarakan sistem pemerintahan terkait dengan 

pembangunan desa di Indonesia (Suryono, 2014). 

 

 2.1.2.Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Berikut adalah beberapa tahapan kebijakan publik menurut Dunn 

(2003) : 

a. Penyusunan Agenda 

Proses paling awal dalam kebijakan publik adalah penyusunan 

agenda. Proses ini memungkinkan pemahaman tentang masalah 

publik dan prioritas apa yang harus dimasukkan ke dalam agenda 

publik. Tahap ini sangat penting untuk menentukan apakah masalah 

publik dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah. 

b. Formulasi Kebijakan 

Setelah tahap penyusunan agenda selesai, tahap selanjutnya adalah 

diskusi dengan para pembuat kebijakan tentang masalah yang telah 

dimasukkan ke dalam agenda kebijakan. Pada tahap ini, berbagai 

alternatif kebijakan ditawarkan, dan yang terbaik dari alternatif-

alternatif ini dipilih untuk menyelesaikan masalah. 

c. Adopsi Kebijakan 

Tujuan dari tahapan adopsi dan legitimasi kebijakan adalah untuk 

memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Setelah 

kebijakan dilegitimasi, alternatif kebijakan yang dibuat dengan 

dukungan mayoritas legislatif, konsensus di antara lembaga, atau 

keputusan peradilan menjadi sah untuk diterapkan. 

d. Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah fase di mana berbagai bagian 

administrasi pemerintah melaksanakan kebijakan yang telah 

ditetapkan dan disetujui. 
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e. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penilaian kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, 

evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi 

juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. 

 

2.1.3. Implementasi Kebijakan Publik 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2014) implementasi 

kebijakan dapat diartikan berbagai tindakan yang dilakukan oleh 

pejabat, pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Menurut Silalahi 

(dalam Subianto, 2020) ada tiga aktivitas utama yang dilakukan selama 

proses implementasi:  

a. Interpretasi, yang berarti menerjemahkan makna program ke dalam 

peraturan yang diterima dan dilaksanakan; 

b. Organisasi, yang berarti unit yang menempatkan program ke dalam 

dampak; 

c. Aplikasi, yang berarti perlengkapan dasar yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan program. 

Pendekatan implementasi memiliki berbagai macam model yang 

dikemukakan oleh berbagai ahli. Berikut ini beberapa pendekatan 

implementasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli: 

1. Pendekatan Implementasi Edward III 

Menurut Edward III (Abdoellah dan Rusfiana, 2016), implementasi 

kebijakan adalah bagian yang sangat penting dari proses tersebut 

karena jika suatu kebijakan atau program tidak tepat atau tidak 

dapat mengurangi masalah yang menjadi sasaran pembuatan 

kebijakan, maka kebijakan atau program tersebut kemungkinan 

besar akan mengalami kegagalan meskipun telah 

diimplementasikan dengan baik. Selain itu, jika kebijakan atau 

program tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengurangi 
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masalah yang menjadi sasaran pembuatan kebijakan, kebijakan 

atau program Oleh karena itu, Edward III memperkenalkan model 

pendekatan implementasi yang melibatkan empat komponen 

keberhasilan implementasi: 

a) Komunikasi 

Transmisi, konsistensi, dan kejelasan adalah tiga komponen 

penting dari komunikasi kebijakan. Tentu saja, hal-hal yang 

diperlukan untuk menerapkan kebijakan adalah para pelaksana 

kebijakan harus tahu apa yang mereka lakukan saat 

mengimplementasikan suatu kebijakan. Karena itu, penting 

untuk berkomunikasi dengan baik agar para pelaksana 

kebijakan tidak bingung saat mengimplementasikan suatu 

kebijakan. 

b) Sumber-sumber 

Sumber-sumber sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. 

Pelaksanaan program tidak akan berhasil tanpa sumber yang 

memadai. Sumber-sumber penting ini termasuk staf, informasi, 

dan wewenang. Staf adalah sumber yang paling penting dalam 

pelaksanaan kebijakan; keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

bergantung pada keterampilan dan keahlian staf. Selain itu, 

sumber informasi sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. 

Sumber informasi ini terdiri dari informasi tentang metode 

pelaksanaan kebijakan dan data tentang kepatuhan pelaksana 

kebijakan terhadap undang-undang pemerintah. Wewenang 

juga memainkan peran penting dalam penerapan kebijakan. 

Wewenang ini berbeda-beda tergantung pada program yang 

digunakan. 

c) Sikap Pelaksana 

Kecenderungan para pelaksana kebijakan memiliki dampak 

yang signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. Jika para 

pelaksana kebijakan bersikap baik terhadap suatu kebijakan, 

kebijakan yang dilaksanakan akan mendapatkan dukungan dan 
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kemungkinan besar para pelaksana kebijakan akan 

melaksanakan kebijakan sesuai dengan rencana pembuat 

kebijakan. Namun, jika sikap pelaksana kebijakan berbeda dari 

apa yang mereka pikirkan akan membuat pelaksanaan 

kebijakan sulit untuk diimplementasikan. 

d) Struktur Birokrasi 

Birokrasi adalah struktur organisasi yang bertanggung jawab 

untuk menerapkan kebijakan atau program. Stuktur birokrasi 

merupakan elemen penting dalam mengkaji implementasi 

kebijakan. Pastinya prosedur operasional standar diperlukan 

untuk membantu implementor menjalankan kebijakan agar 

berjalan dengan baik. 

2. Pendekatan David L. Weimer & Aidan R. Vining 

Terdapat tiga kelompok besar faktor yang dapat memengaruhi 

keberhasilan implementasi program atau kebijakan yang diutarakan 

oleh Weiner & Aidan (dalam Suharno, 2013): 

a) Logika Kebijakan 

Logika yang dimaksud di sini adalah bahwa kebijakan harus 

masuk akal (reasonable) dan didukung secara teoritis. 

b) Lingkungan 

Lingkungan di mana kebijakan diterapkan akan mempengaruhi 

pengimplementasian kebijakan atau program. Meskipun suatu 

kebijakan atau program berhasil diterapkan dalam lingkungan 

tertentu, hal ini tidak menjamin bahwa program tersebut akan 

berhasil dengan cara yang sama di lingkungan lain. Kondisi 

lingkungan di mana kebijakan diterapkan akan mempengaruhi 

keberhasilan implementasi. 

c) Kemampuan Implementor Kebijakan 

Kemampuan dan keterampilan implementor kebijakan tentu 

akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi 

kebijakan atau program. Kemampuan dan keterampilan 

implementor dalam menerapkan suatu kebijakan atau program 
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terkait langsung dengan kemungkinan keberhasilan kebijakan 

atau program tersebut. 

3. Pendekatan Implementasi Merilee S. Grindle 

Menurut Grindle (Anggara, 2014) implementasi kebijakan 

bergantung pada isi dan konteks kebijakan tersebut. Berikut adalah 

penjelasan Grindle tentang isi dan konteks kebijakan yaitu: 

a) Content of Policy (isi kebijakan) 

Isi program atau kebijakan akan memengaruhi tingkat 

keberhasilan implementasinya. Grindle menyebutkan beberapa 

jenis isi kebijakan yang dapat memengaruhi implementasi, 

antara lain: 

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh program 

Jika suatu kebijakan atau program tidak merugikan salah 

satu pihak, maka implementasi kebijakan atau program 

tersebut akan lebih mudah karena pihak kepentingan yang 

dirugikan tidak akan menentangnya. 

2. Jenis manfaat yang akan diperoleh 

Untuk mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau 

masyarakat, implementasi kebijakan atau program harus 

memberikan manfaat bagi orang banyak. 

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan 

Semakin besar dan luas perubahan yang diinginkan, 

semakin sulit kebijakan diimplementasikan karena proses 

mencapainya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. 

4. Kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan publik 

Semakin banyak posisi pengambil keputusan dalam 

kebijakan publik, baik secara geografis maupun 

organisasi, semakin sulit untuk menerapkan kebijakan atau 

program. 
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5. Pelaksanaan program 

Keberhasilan implementasi kebijakan akan meningkat jika 

pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan 

yang dibutuhkan oleh kebijakan. 

6. Sumber daya yang tersedia 

Sumber daya yang memadai diperlukan selama proses 

pelaksanaan kebijakan atau program. Adanya sumber daya 

akan mempermudah pelaksanaan kebijakan atau program. 

Sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, keahlian, dana, 

sarana, dan prasarana. 

b) Context of implementation (konteks implementasi) 

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh konteks dan isi 

kebijakan. Menurut Grindle, berikut adalah beberapa konteks 

implementasi yang memengaruhi keberhasilan implementasi 

kebijakan atau program: 

1. Kekuatan, keuntungan, dan motivasi aktor yang terlibat 

Jika kekuasaan politik merasa terlibat dalam implementasi 

kebijakan atau program, mereka akan membuat strategi 

untuk memenangkan persaingan dalam implementasi 

sehingga mereka dapat menikmati hasilnya. Strategi, 

sumber, dan posisi kekuasaan implementor akan 

menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan 

atau program. 

2. Ciri-ciri lembaga penguasa 

Bagi yang kepentingannya terpengaruh, pelaksanaan 

kebijakan atau program dapat menyebabkan konflik. 

Secara tidak langsung, strategi penyelesaian konflik 

seperti "siapa mendapatkan apa" dapat menunjukkan 

bagaimana lembaga atau penguasa bertindak sebagai 

implementor. 
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2.2. Tinjauan Tentang Smart village 

2.2.1.Konsep Smart village 

Menurut Wiswanadham konsep smart village merupakan sebuah 

layanan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam melaksanakan 

aktivitas desa yang dikelola oleh masyarakat desa secara efektif dan 

efisien (Afifah, 2021).  Smart village merupakan pengembangan konsep 

pada masyarakat desa yang berada dalam suatu komunitas yang 

mengatasi permasalahan wilayah dengan memanfaatkan potensi sumber 

daya yang dimiliki dengan pemanfaatan teknologi informasi secara 

cerdas dan efisien yang berbasis kearifan lokal serta norma-norma 

setempat (Baru dkk., 2019). 

Selaras dengan pernyataan tersebut, konsep pengembangan smart 

village ini tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi 

pada suatu desa, namun juga pada perubahan keadaan desa menjadi 

lebih baik dan sejahtera dengan memaksimalkan pengelolaan 

sumberdaya yang dimilikinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan 

(Prabowo, 2023). 

Konsep smart village mengadopsi dari perkembangan konsep smart 

city, dikarenakan desa sebagai unit pemerintahan terendah dalam 

struktur pemerintahan juga memerlukan pembaharuan ataupun adopsi 

terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga akan mendorong 

percepatan pengembangan smart city. (Herdiana, et.al, 2019). Apabila 

dilihat dalam konteks karakter pembangunan, desa merupakan kesatuan 

unit dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki karakter dan tradisi 

yang khas, masyarakatnya menjadi bagian penggerak utama 

pembangunan sehingga desa digambarkan sebagai kesatuan masyarakat 

hukum (Herdiana, 2019). Program smart village mempunyai enam pilar 

sebagai berikut: 
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a. Warga Cerdas (Smart people); 

b. Mobilitas Cerdas (Smart Mobility); 

c. Ekonomi Cerdas (Smart Economic);  

d. Pemerintahan Cerdas (Smart government);  

e. Pola Hidup Cerdas (Smart Living); dan  

f. Lingkungan Cerdas (Smart environment). 

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang homogen tidak bisa 

disamakan dengan kota dalam adopsi teknologi informasi. Konsep 

smart city tidak bisa diterapkan di desa karena homogenitas 

masyarakatnya yang mempunyai karateristik kearifan lokal tersendiri. 

Perlu ada upaya konstruksi konseptual yang didasarkan kepada 

karakteristik desa. Maka daripada itu, perlu adanya pemanfaatan 

teknologi informasi di desa ditujukan untuk penguatan kelembagaan 

masyarakat, pemberdayaan, kelestarian tatanan sosial dan struktur 

masyarakat perdesaan. Perlu adanya juga suatu konstruksi konseptual 

yang mendasar pada karakteristik wilayah desa dalam menerapkan 

teknologi informasi dan komunikasi, sehingga desa mampu 

menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan 

dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa 

(Herdiana, 2019). 

 

2.2.2.Dimensi Smart Village 

Konsep smart village dipahami oleh para ahli sebagai integrasi 

teknologi informasi dalam kehidupan masyarakat perdesaan, sehingga 

menghasilkan kemanfaatan dan kesinambungan antara teknologi 

informasi dengan masyarakat perdesaan. Meskipun demikian, secara 

konseptual terdapat beberapa perbedaan dimensi smart village yang 

diungkapkan oleh para ahli sebagai berikut: 
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Tabel 2. Dimensi Smart village Menurut Para Ahli 

Pendapat Ahli Dimensi 

Chatterje & Kar (2017) Sumber Daya, Institusi, Layanan Publik, 

Keberlanjutan 

Srikanta & Patnaik, (2020) Keberlanjutan, Teknologi, Institusi, 

Sumber Daya 

Susy & Andari, (2018) Institusi, Rantai Layanan, Teknologi, 

Sumber Daya 

Novi & Ella (2019) Sumber Daya, Teknologi, Rantai 

Layanan, Institusi 

(Sumber: Muzaqi & Tyasotyaningarum, 2022) 

 

Pada tabel di atas terlihat bahwa para ahli dari hasil penelitiannya 

menyematkan dimensi sumber daya, institusi, dan teknologi menjadi 

dimensi yang mendasar bagi tercapainya pengembangan smart village, 

sementara layanan digital, rantai layanan dan keberlanjutan menjadi 

pembeda. Kesamaan beberapa konsep tersebut didasarkan kepada 

pemahaman bahwa dalam menerapkan teknologi diperlukan adanya 

kemampuan dari institusi sebagai struktur tertinggi dalam memberikan 

dukungan kapasitas sumber daya. Institusi sebagai lembaga formal pada 

struktur pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintah desa memiliki 

kewenangan penuh dalam membangun metode pengembangan 

kebijakan program smart village. 

 

2.2.3.Elemen Smart village 

Desa yang memiliki karakteristik budaya dan masyarakat yang 

homogen menjadi alasan bahwa pengembangan wilayah desa tidak 

dapat disamakan dengan lingkup pengembangan kota dalam penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi. Perlu adanya suatu konstruksi 

konseptual yang mendasar pada karakteristik wilayah desa dalam 

menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga desa mampu 

menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan 

dengan mendasar pada nilai, karakter dan norma yang dimiliki desa. 
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Pengembangan smart village memiliki dimensi yang lebih sesuai 

dengan kondisi pedesaan, yaitu pemerintah, masyarakat, ekonomi dan 

lingkungan yang smart. Setiap variabel tersebut memiliki beberapa 

indikator dan parameter pengukuran ketercapaiannya. 

Pengembangan atau konstruksi smart village didasarkan pada 3 (tiga) 

elemen pokok yang terdiri dari smart government, smart community 

dan smart environment. Elemen pembentuk smart village yang terdiri 

dari pemerintah, masyarakat, dan lingkungan pedesaan memiliki peran 

dan fungsi berbeda. Namun, elemen tersebut saling mempengaruhi satu 

sama lain dan merupakan dasar atau cara untuk mencapai tujuan dari 

pengembangan smart village (Herdiana, 2019). 

1. Smart Government 

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah merupakan bentuk 

dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah desa berada di 

lingkup terendah pada struktur organisasi pemerintah yang memiliki 

kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan 

publik kepada masyarakat desa. Pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam konsep smart village pada pemerintahan desa 

dapat memudahkan proses penyusunan dan pelaksanaan 

pembangunan desa serta dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, 

sehingga penyelenggaraan fungsi pemerintah dapat berjalan secara 

efektif, efisien, dan transparan. Indikator yang termasuk ke dalam 

smart government, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

keputusan, ketersediaan layanan publik dan sosial serta transparansi 

tata kelola. 

 

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam melakukan 

pengelolaan dan koordinasi kepada masyarakat termasuk pada 

kegiatan yang melibakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Ketersediaan layanan publik dan sosial diartikan sebagai 

ketersediaan pelayanan publik dan pengelola pengaduan masyarakat 
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yang di berikan pemerintah secara online. Tujuan implementasi 

smart government adalah sebagai upaya dalam meningkatkan 

kapasitas pelayanan dan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, 

akuntabel, dan transparan. Smart government identik dengan adanya 

penerapan e-government atau pengelolaan pemerintah berbasis 

elektronik dengan memanfaatkan teknologi dalam sistem 

pemerintahannya guna mewujudkan transparansi pemerintahan desa, 

pelayanan desa berbasis elektronik, dan pemanfaatan sosial media 

dalam menyampaikan informasi kepada publik dan mewadahi 

aspirasi masyarakat. 

2. Smart Community 

Masyarakat merupakan tokoh utama dalam perumusan kebijakan dan 

pembangunan desa serta bukan hanya sebagai tujuan dari 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Masyarakat 

pedesaan dituntut aktif dalam proses pengembangan desa untuk 

dapat merasakan manfaat dari adanya suatu program pemerintah. 

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi perlu 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai suatu peluang dalam 

pengoptimalan peran serta kontribusi dalam pengembangan desa 

(Herdiana, 2019). Oleh karena itu, masyarakat memiliki peran yang 

penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan desa di mana 

masyarakat harus dapat memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi sehingga berkontribusi baik dalam pengembangan desa. 

Smart community merupakan sebuah komunitas di mana anggota 

dari pemerintah daerah, pebisnis, pendidikan, lembaga maupun 

masyarakat umum memahami potensi teknologi informasi, dan 

membentuk suatu komunitas sukses untuk bekerja sama dalam 

menggunakan teknologi dan mengubah komunitas mereka dengan 

cara positif dan signifikan. 
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3. Smart Environment 

Pedesaan memiliki ciri khas dan karakternya masing-masing yang 

sangat berkaitan dengan lingkungan pedesaan. Pada konsep smart 

village, suatu lingkungan berorientasi pada lingkungan tatanan sosial 

dan alam. Tatanan sosial pada lingkungan pedesaan terdiri dari nilai 

adat dan budaya, sedangkan pada tatanan alam terdiri dari 

pengelolaan dan pemanfaatan alam yang lestari dan berkelanjutan. 

Smart environment tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan 

lingkungan alam yang berkelanjutan saja, tetapi juga pada 

pembentukan karakter desa yang mencakup tatanan sosial dari adat 

dan budaya desa sehingga pada pemanfaatan teknologi informasi, 

lingkungan dapat memperkuat nilai adat dan budaya yang dimiliki 

desa tersebut (Herdiana, 2019). 

Ketiga elemen atau institusi tersebut harus bersinergis dengan baik 

dalam pelaksanaan smart village, yaitu smart government dimana 

pemerintah desa dapat memanfaatkan perkembangan teknologi 

informasi dalam pelaksanaan  pembangunan desa, smart community 

yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat di pedesaan dapat turut 

aktif dalam membantu pengembangan desa dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan smart environment terkait bagaimana 

mengembangkan desa yang cerdas tidak hanya berfokus pada 

pengembangan dan pelestarian lingkungan alam saja, tetapi juga 

memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola lingkungan 

sehingga dapat memperkuat nilai adat dan budaya desa. 

 

2.2.4.Kebijakan Program Smart Village 

Dasar dan pilar konsep smart village adalah mendukung pembangunan 

desa berkelanjutan dimana pemerintah dalam hal ini melalui Kemendes 

PDTT berfokus pada penguatan pemberdayaan masyarakat, 

akuntabilitas dan pembangunan berbasis lokal. Dasar program smart 
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village adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa 

sesuai dengan isi Pasal 78 UU Desa yaitu: 

a. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan 

kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan 

sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara 

berkelanjutan;  

b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan; dan  

c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan 

perdamaian dan keadilan sosial. 

UU Desa juga mengamanatkan agar pemerintah daerah mendorong dan 

menyediakan perangkat jaringan informasi yang dapat meningkatkan 

pembangunan di desa, sesuai Pasal 86 yaitu: 

a. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem 

informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota;  

b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem 

informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan;  

c. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, 

serta sumber daya manusia;  

d. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, 

serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan 

pembangunan kawasan perdesaan;  
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e. Sistem informasi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat 

desa dan semua pemangku kepentingan; dan  

f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi 

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk desa. 

Maka dari hal tersebut, dibuatlah program smart village guna 

membangun desa yang berbasis teknologi informasi di Indonesia. 

Pelatihan kader-kader digital desa, pembangunan jaringan desa cerdas 

Indonesia, dan pembentukan desa percontohan (pilot project) 

merupakan wujud dari implementasi program smart village. Dimulai 

pada tahun 2021 pada tahap konsolidasi sumber daya manusia dan pada 

tahun 2022 dibentuk desa percontohan di Sulawesi Tengah dengan Nota 

Kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) ditekan antara 

Kemendes PDTT dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Program smart 

village bertujuan membuat kesetaraan antar wilayah kota dan desa. 

Target Kemendes PDTT terhadap program smart village adalah 

mencetak tiga ribu desa cerdas di tahun 2024, untuk itu Kemendes 

PDTT bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan 

Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kominfo) sebagai fasilitator dan bantuan dari penyedia jasa 

telekomunikasi (Kemendes PDTT, 2021). 

 

2.3. Peranan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik 

Peran teknologi informasi sangat penting bagi pemerintah. Teknologi 

informasi tidak hanya berperan penting dalam meningkatkan kualitas 

informasi, tetapi juga berperan sebagai alat dan strategi yang ampuh untuk 

mengintegrasikan dan memproses data dengan cepat dan akurat serta 

mengembangkan produk layanan kepada masyarakat. 

E-government adalah bentuk pemanfaatan teknologi informasi oleh 

pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada warganya untuk 
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keperluan administrasi dan urusan pemerintahan lainnya (Syamsudin, 2023). 

Layanan ini disediakan pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan 

internet. Oleh karena itu, perlu dikembangkan serangkaian jenis layanan dari 

pemerintah kepada masyarakat yang memungkinkan masyarakat 

mendaftarkan izin secara sukarela, memantau proses pembayaran, melakukan 

pembayaran langsung untuk setiap izin dan memungkinkan masyarakat 

berperan aktif. 

Dengan adanya fasilitas seperti ini, masyarakat diharapkan akan menjadi 

lebih produktif karena masyarakat tidak perlu antri dalam waktu yang lama 

hanya untuk menyelesaikan satu buah perizinan. Dengan adanya sistem 

berbasis online, masyarakat dapat memanfaatkan banyak waktunya untuk 

melakukan pembangunan yang lain sehingga diharapkan produktivitas 

nasional pun dapat meningkat (Syamsudin, 2023). Menurut Seifert dan 

Bonham (dalam Syamsudin, 2023) ada empat tipe penerapan E-government 

sebagai berikut : 

1. Government to Citizens 

Jenis G-to-C ini merupakan aplikasi e-government yang paling umum, 

dimana pemerintah membangun dan mengimplementasikan berbagai 

portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama meningkatkan 

interaksi dengan komunitas (people). Dengan kata lain tujuan dibuatnya 

aplikasi e-government.  Tipe G to C bertujuan untuk mendekatkan 

pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai saluran akses dan 

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pemerintah 

dalam memenuhi berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Contoh 

aplikasinya, Departemen Agama membuka situs pendaftaran bagi mereka 

yang berniat untuk melangsungkan ibadah haji di tahun-tahun tertentu 

sehingga pemerintah dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk 

pelayanan perjalanan yang sesuai. 
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2. Government to Business 

Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah menciptakan 

lingkungan bisnis yang mendukung sehingga perekonomian negara dapat 

berfungsi dengan baik. Contoh aplikasi e-government tipe G-to-B Ketika 

wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan aplikasi berbasis web 

untuk menghitung berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan 

dibayarkan kepada pemerintah. 

3. Government to Government 

Di era globalisasi saat ini, setiap negara perlu berkomunikasi lebih baik. 

Salah sau wujud penerapan e-government tipe G-to-G adalah aplikasi 

yang menghubungkan pemerintah daerah dengan bank asing milik negara 

di negara lain tempat mereka menyimpan dan menginvestasikan dana. Di 

mana pengembangan sistem database informasi atau intelijen untuk 

mengidentifikasi orang-orang yang dilarang masuk atau keluar pada 

suatu wilayah. 

4. Government to Employees 

Penerapan E-government bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan 

kesejahteraan pegawai negeri sipil dan yang bekerja di bidang pelayanan 

publik di berbagai institusi. Aplikasi yang dapat dibangun dengan 

menggunakan format G-to-E sepeti Aplikasi terpadu untuk mengelola 

berbagai tunjangan kesejahteraan, yang merupakan hak dari pegawai hak 

pemerintahan sehingga yang bersangkutan dapat terlindungi hak- hak 

individualnya. 

 

2.4. Kerangka Pikir 

Peneliti akan mengkaji pokok bahasan yang dirumuskan dalam rumusan 

masalah yaitu; bagaimana implementasi smart village dalam meningkatkan 

pembangunan desa menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia; 

apa saja output program smart village dalam meningkatkan pembangunan 

desa menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia; apa saja faktor 

kendala serta solusi dalam meningkatkan keberhasilan implementasi program 
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smart village dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa berbasis 

teknologi informasi di Indonesia. Secara lebih ringkas, kerangka pikirnya 

digambarkan dalam tabel berikut: 

 

Gambar 4. Kerangka Pikir 

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024)
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan scoping review dengan metode 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analys atau 

disebut PRISMA. Metode ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi jenis bukti 

yang tersedia sesuai dengan topik yang didiskusikan, mencari gambaran 

bagaimana penelitian dilaksanakan pada topik atau bidang tertentu, untuk 

mengidentifikasi karakteristik atau faktor kunci yang terkait dengan suatu 

konsep (Munn et al., 2018). Desain penelitian scoping review dipilih karena 

sumber referensi yang peneliti gunakan bervariatif berasal dari artikel jurnal 

dan official websites. Peneliti menggunakan aplikasi Publish or perish (PoP) 

dengan menggunakan kata kunci “Implementasi AND Smart village AND 

Smart government AND Smart Environment AND Smart community AND 

Layanan Publik AND Digital” untuk memetakan dan menganalisis 

implementasi program smart village dalam meningkatkan pembangunan desa 

berbasis lingkungan di Indonesia. 

Menurut Arksey dan O’Malley, scoping review bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan dari topik penelitian yang telah ditentukan dengan menggunakan 

berbagai sumber artikel penelitian serupa lalu dikelompokkan dan membuat 

kesimpulan. Penulis akan mengkritisi hasil dari penelusuran literatur 

kemudian dilakukan pemilahan menggunakan tabel PICO(S) dan Diagram 

flowchart lalu hasilnya akan dianalisis sintesis dan membuat kesimpulan 

akhir (Tricco et.al, 2016).
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3.2. Kriteria Kelayakan (Eligibility Criteria) 

Kriteria kelayakan pada penelitian ini digunakan sebagai bahan kelayakan 

dari literatur yang akan ditelusuri sesuai dengan fokus review penelitian yang 

dapat menjawab rumusan masalah. Framework PICO(S) (Population, 

Intervention, Comparation, Outcome, and Study design) adalah alat bantu 

sistematis yang digunakan untuk merumuskan pertanyaan penelitian dan 

menentukan kriteria kelayakan artikel-artikel yang akan digunakan dalam 

scoping review. Framework ini membantu peneliti dalam menyaring dan 

memilih literatur yang relevan. Dengan mengacu kepada elemen-elemen 

dalam framework PICO(S), peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian setiap 

artikel terhadap fokus kajian secara objektif dan memastikan artikel yang 

disertakan dalam analisis relevan dan mendukung tujuan penelitian. 

Kriteria kelayakan dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan seleksi terhadap literatur yang sesuai dengan fokus review, yaitu 

bagaimana implementasi program smart village dalam meningkatkan 

pembangunan desa menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia, 

apa saja output program smart village dalam meningkatkan pembangunan 

desa menuju desa berbasis teknologi informasi di Indonesia, serta apa saja 

faktor kendala serta solusi dalam meningkatkan keberhasilan implementasi 

program smart village dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa 

berbasis teknologi informasi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan 

dengan cepat konsep-konsep kunci yang mendasari penelitian dan sumber 

utama serta jenis bukti yang tersedia dan dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi berbagai persoalan yang menyangkut konsep secara 

komprehensif. 
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3.3. Sumber Informasi dan Strategi Pencarian 

3.3.1.Sumber Literature 

Pencarian sumber literatur menggunakan database utama yaitu Google 

scholar. Peneliti menggunakan aplikasi pencarian papers yaitu Publish 

or perish yang berpusat pada penelusuran google scholar untuk 

melakukan eksplorasi  data  literatur  dengan  lebih  efisien dan efektif. 

3.3.2.Strategi Pencarian 

Fokus pencarian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif.  

Strategi pencarian menggunakan Framework Population, Intervention, 

Comparation, Outcome, and Study design PICO(S) dalam mengelola 

dan memecahkan fokus review  (Wikia, 2018). 

PICO(S) digunakan untuk mempermudah dalam penelitian yang terkait 

dengan area penelitian, membantu dalam mengidentifikasi konsep-

konsep kunci dalam fokus review, mengembangkan istilah pencarian 

yang sesuai untuk menggambarkan masalah, dan menentukan kriteria 

inklusi dan eksklusi. 

a. Problem/Population, masalah yang akan di analisis atau populasi. 

b. Intervention, tindakan yang dilakukan atau suatu pemaparan 

terhadap studi kasus. 

c. Comparation, penatalaksanaan yang digunakan sebagai 

pembanding. 

d. Outcome, hasil atau luaran yang diperoleh pada penelitian. 

e. Study design, (opsional) menjadi pembatas atau digunakan selama 

tinjauan hasil. 

Berikut Framework PICO(S) dalam implementasi program smart 

village dalam meningkatkan pembangunan desa menuju desa berbasis 

teknologi informasi Indonesi melalui scoping review. 
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Tabel 3. Framework PICO(S) 
Population and 

Problem 

Program Smart Village 

Intervention Elemen pelaksanaan smart village 

Comparation Pelayanan Publik 

Outcome or 

Themes 

Implementasi, Output, Kendala, Strategi 

Study Design Semua artikel yang berkaitan dengan implementasi 

program smart village terhadap peningkatan pelayanan 

publik menuju desa berbasis teknologi informasi di 

Indonesia 

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024) 

 

3.4. Seleksi Literatur 

Peneliti akan melakukan pemilihan terhadap literatur yang diperoleh dari 

database Google scholar melalui pencarian dari aplikasi Publish or perish. 

Untuk menyempurnakan penyaringan literatur, peneliti membuat kriteria 

inklusi dan eksklusi. Literatur yang didapat akan dipilih sesuai dengan 

kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian. Kriteria Inklusi merupakan 

penjelasan dari faktor yang dipilih untuk memasukkan artikel dalam 

pelaksanaan review. Sedangkan kriteria eksklusi merupakan penjelasan faktor 

dari penulis untuk tidak memasukan artikel tersebut dalam pelaksanaan 

review (Zulaida, 2021). 

Tabel 4. Kriteria Inklusi dan Eksklusi 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Population and 

Problem 

Program smart village Selain program smart 

village 

Intervention 

Elemen pelaksanaan smart 

village terkait Smart 

environment, Smart 

government dan Smart 

community 

Elemen pelaksanaan smart 

village selain Smart 

environment, Smart 

government dan Smart 

community 

Comparation 

Pelaksanaan program smart 

village terhadap 

peningkatan pelayanan 

publik 

Pelaksanaan program smart 

village selain terhadap 

peningkatan pelayanan 

publik 

Outcome and 

Themes 

Implementasi, output, 

kendala, strategi 

pelaksanaan smart village 

Selain implementasi, 

output, kendala, strategi 

pelaksanaan smart village 

Study Design and Original article, qualitative Artikel review, buku, 



32 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Publication Type Research dan artikel yang 

berkaitan dengan judul 

penelitian, berbasis Sinta 1-

4 

eksperimental research, 

quantitative research and 

mix method, artikel 

yang tidak berkaitan 

dengan judul penelitian, dan 

tidak berbasis Sinta 1-4 

Publication years Post. 2021-2024 Pre. 2021-2024 

Language  

Bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris 

Bahasa lainnya selain 

bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris 

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024) 

Berdasarkan tabel kriteria inklusi dan eksklusi di atas, kriteria eksklusi 

terhadap artikel dengan metode penelitian eksperimental, kuantitatif, maupun 

mix method dijadikan sebagai kriteria eksklusi untuk menjaga konsistensi 

fokus kajian dalam penelitian ini. Tujuan utama dilakukannya scoping review 

adalah untuk memetakan secara komprehensif konsep, tema, dan pendekatan 

yang berkembang di dalam suatu bidang, bukan untuk melakukan pengukuran 

yang bersifat statistik atau menguji hipotesis. Maka dari itu, artikel dengan 

pendekatan atau metode penelitian kualitatif dijadikan sebagai kriteria inklusi 

karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

konteks, proses, serta dinamika dari implementasi program smart village. 

Sementara itu, penetapan artikel yang bersumber dari jurnal yang terindeks 

SINTA 1-4 sebagai kriteria inklusi memiliki tujuan untuk menjamin kualitas 

dan kredibilitas dari sumber literatur yang digunakan. Pembatasan literatur 

pada jurnal SINTA 1-4 dilakukan untuk memastikan bahwa artikel yang di-

review berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

relevan, dan mendukung keandalan temuan dalam pemetaan konsep yang 

dilakukan dalam penelitian ini. 

Proses identifikasi literatur tersebut menggunakan PRISMA Flowchart untuk 

menggambarkan secara detail prosesnya. PRISMA merupakan Preferred 

Reporting Items for Systemtic Review and Meta-Analyses, dikembangkan 

untuk melaporkan seleksi literatur. PRISMA sangat tepat digunakan dalam 

penelitian studi literatur, karena dapat meningkatkan kualitas pelaporan hasil 

publikasi. Adapun keywords yang digunakan dalam pencarian artikel yaitu 
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“Implementasi AND Smart village AND Smart government AND Smart 

Environment AND Smart community AND Layanan Publik AND Digital” 

dengan menggunakan Publish or perish. Berikut alur seleksi literatur yang 

akan dihimpun dalam PRISMA Flowchart: 

Gambar 5. Diagram PRISMA Flowchart 

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2024) 

Database artikel yang digunakan: 

Google scholar (melalui Harzing 

Publish or Perish) 

(......) 

Jumlah artikel duplikasi yang 

dikeluarkan 

(.......) 

Jumlah artikel yang sesuai 

berdasarkan abstrak 

(.......) 

Jumlah artikel yang dapat diakses 

full text dan eligible 

(.......) 

Jumlah artikel untuk disintesis 

yang memenuhi critical appraisal 

(.......) 

Eksklusi (.......) 

Partisipan: (.......) 

Intervensi: (.......) 

Outcome: (.......) 

Study Design: (.......) 

Eksklusi (.......) 

Partisipan: (.......) 

Intervensi: (.......) 

Outcome: (.......) 

 

Jumlah artikel yang sesuai 

berdasarkan judul 

(.......) 
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3.5. Item Data dan Proses Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis yang kemudian dapat 

menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan, menguji hipotesis atau 

menghasilkan hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Dalam proses pengumpulan 

data peneliti melakukan skrining terhadap artikel teks lengkap dan disaring 

oleh peneliti secara independen. Formulir bagan digunakan untuk mengelola 

dokumentasi data yang diekstraksi dari studi yang disertakan. Formulir bagan 

menyertakan kriteria inklusi dan penjelasan mengapa studi dimasukkan atau 

dikecualikan pada tahap ini. Jika pada prosesnya ada kekeliruan atau 

kebingungan, peneliti berkonsultasi sampai konsensus tercapai. 

Studi yang memenuhi kriteria inklusi dievaluasi kritis menggunakan desain 

penelitian qualitative, critical apprasial pada literatur yang telah dieliminasi 

dari kreteria inklusi. Pengkajian kualitas studi menggunakan critical 

apprasial checklist for analytical cross sectional dan critical apprasial 

checklist for qualitative research dari panduan Joanna Briggs Institute 

Apprasial Tools. Kualitas metodologi akan dinilai dengan sedang jika 

memenuhi kriteria 6–8 dan kriteria tinggi 9–10 dari daftar periksa critical 

apprasial (Stenberg et al, 2018). 

 

3.6. Sintesis 

Tahap sintesis akan dilakukan peneliti dengan mengelompokkan data-data 

hasil ekstraksi yang sejenis sesuai dengan hasil yang diukur untuk menjawab 

rumusan masalah penelitian. Sintesis tersebut mencakup analisis kualitatif 

yakni analisis isi dari komponen tujuan penelitian. Sintesis dilakukan melalui 

tiga fase pendekatan yang terdiri dari menyusun, meringkas, dan melaporkan 

hasil. Pertama, analisis numerik deskriptif yang mencakup jumlah artikel, 

tahun publikasi, dan jenis studi. Kedua, kekuatan dan kelemahan pada 

literatur yang diidentifikasi melalui analisis tematik dari studi yang disertakan 

dalam laporan. 
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Peneliti akan melakukan sintesis mapping atau scoping menggunakan 

metodologi induktif seperti memetakan karakteristik asal penelitian yang 

terindikasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memakai prinsip-prinsip 

analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan melaporkan pola dalam data dan memiliki metodologi 

kualitatif. Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan setiap tahap analisis data 

akan disajikan dalam sebuah tabel. Temuan disajikan di bawah judul tematik 

menggunakan tabel ringkasan yang dapat menginformasikan deskripsi poin-

poin penting. Kemudian, tabel rinci disajikan berdasarkan, penulis, distribusi 

geografis studi, tahun publikasi, intervensi disajikan, populasi dan sampel, 

pengalaman yang dilaporkan, hasil dan temuan utama dan metodologi 

penelitian (Stenberg et al,. 2018). 

 

3.7. Konsultasi  

Konsultasi adalah tahap opsional dalam scoping review, karena itu ketelitian 

metodologis digunakan oleh peneliti. Konsultasi dilakukan ketika hasil awal 

disusun dalam bagan dan tabel dalam scoping review. Pemangku kepentingan 

dari penelitian ini ialah dosen pembimbing peneliti yang diberikan gambaran 

umum tentang hasil awal. Tujuan konsultasi adalah untuk meningkatkan 

validitas hasil studi. 

 

  



 

V. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan hasil review mengenai implementasi program smart 

village dalam meningkatkan pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi program smart village di Indonesia menunjukkan hasil 

yang beragam. Model smart village yang diterapkan di berbagai desa 

beragam, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang menyeluruh. 

Beberapa daerah menerapkan model yang terintegrasi, sementara desa 

lainnya masih terbatas pada digitalisasi layanan dasar. Kemudian, dalam 

implementasi smart village terdapat aktor pelaksana yang melibatkan 

pemerintah desa dan kabupaten/kota, masyarakat, dan mitra seperti 

sektor swasta dan akademisi. Kolaborasi lintas sektor (penta helix) 

menjadi kunci keberhasilan meski implementasinya di semua wilayah 

belum merata. 

Pada aspek komunikasi, implementasi program smart village 

berlangsung melalui media daring, forum warga, sampai dengan 

WhatsApp. Tetapi, sosialisasi masih minim di beberapa daerah sehingga 

menghambat pemanfaatan teknologi secara optimal oleh masyarakat. 

Berikutnya, ketersediaan infrastruktur digital dan kapasitas SDM menjadi 

pengaruh keberhasilan program. Desa dengan jaringan internet yang 

stabil dan aparatur desa yang melek teknologi memperlihatkan kemajuan 

yang lebih cepat dalam digitalisasi desa. Selain itu, komitmen dan 

inisiatif kepala desa atau pejabat lokal menentukan arah kebijakan digital 

desa. Kepemimpinan yang responsif, transparan, dan inovatif juga 

mempercepat proses adopsi teknologi di tingkat desa.
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Pada aspek struktur birokrasi, struktur yang fleksibel dan partisipastif 

mendukung implementasi smart village yang adaptif dan terjadinya 

inovasi pelayanan publik. Hasil review juga menunjukkan adanya 

transformasi digital pada pelayanan dan penerapan smart governance. 

Digitalisasi ini memperkuat transparansi, efisiensi layanan, dan 

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, tidak 

semua desa berada pada posisi siap untuk mewujudkan smart village. 

Tantangan utama berupa keterbatasan SDM, infrastruktur yang lemah, 

dan ketergantungan kepada pusat. 

2. Output dari implementasi program smart village beragam. Output 

tersebut mencerminkan penerapan elemen-elemen Smart Village yaitu 

smart government berupa digitalisasi layanan publik dan pengembangan 

website desa; smart economy berupa pemberdayaan UMKM dan digital 

marketing; smart people berupa pelatihan literasi digital, content 

creation, dan pengembangan kapasitas masyarakat; serta smart tourism 

berupa promosi pariwisata desa di media sosial dan platform digital. 

Beberapa desa juga menerapkan smart environment dengan pendekatan 

ramah lingkungan dan pengelolaan wisata yang berbasis alam. 

 

3. Faktor yang menjadi kendala dalam implementasi program smart village 

dalam meningkatkan pelayanan publik di antaranya masih terdapat desa 

yang belum memiliki SOP dalam pelaksanaan smart village, akses 

internet yang belum memadai, pemahaman baik masyarakat maupun 

aparatur desa yang masih kurang mengenai program smart village 

terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, ketersediaan 

sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi yang masih belum 

optimal. Sementara solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut yaitu komunikasi yang efektif dalam penerapan kebijakan, 

memperkuat kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur teknologi, 

penerapan sistem informasi yang terintegrasi, serta pembuatan SOP 

Pelayanan. 
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5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait hasil dan temuan review, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian mengenai implementasi 

program smart village dalam meningkatkan pelayanan publik di 

Indonesia dengan memfokuskan kajian pada aspek pelayanan publik 

digital (e-services) dan efektivitasnya dalam menjawab kebutuhan 

masyarakat desa. 

2. Penelitian lanjutan mengenai implementasi program smart village dalam 

meningkatkan pelayanan publik di Indonesia menggunakan metode 

penelitian yang berbeda untuk mengukur dampak yang lebih konkret dari 

implementasi program smart village. 

3. Penelitian komparatif yang melibatkan perbandingan antarwilayah atau 

desa untuk melihat variasi implementasi smart village yang berbasis 

karakteristik sosial-budaya dan kesiapan infrastruktur. 

4. Terdapat keterbatasan pada proses pencarian literatur menggunakan 

Publish or Perish yang dilakukan hanya dalam satu kali pencarian untuk 

semua artikel dalam rentang waktu 2021-2024 dengan batas maksimal 

1000 artikel. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan pencarian 

secara terpisah berdasarkan masing-masing tahun publikasi, sehingga 

hasil pencarian setiap tahunnya dapat lebih optimal, mencakup lebih 

banyak artikel yang relevan, serta memperkaya hasil analisis dalam 

scoping review. 
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